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<b>ABSTRAK</b><br>

Proklamasi 17 Agustus 1945, yang merupakan pernyataan K emerdekaan bangsa Indonesia pada dasarnya
tidak dapat dilepaskan dengan cita-cita pembaharuan hukum. Pernyataan kemerdekaan tersebut sekaligus
terkandung di dalamnya pernyataan untuk merdeka dan bebas dari ikatan belenggu penjajahan hukum
kolonial. Ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pernyataan kemerdekaan
bangsa Indonesia, di samping merupakan rahmat Allah Y ang Maha Kuasa juga didorong oleh keinginan
luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Keinginan luhur untuk berkehidupan
kebangsaan yang bebas itu ingin dicapai de ngan membentuk pemerintah negara Indonesia yang disusun
dalam suatu Undang-Undang Dasar. Dengan demikian cita-cita atau keinginan luhur untuk berkehidupan
kebangsaan tersebut, bukan sekedar cita-cita untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas tetapi
"berkehidupan yang bebas dalam keteraturan” atau "berkehidupan yang bebas dalam suasana tertib hukum®™.
Ini berarti proklamasi kemerdekaan seperti terungkap dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
mengamanatkan juga usaha pembaharuan hukum di Indonesia.

<br><br>

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sgjak lahirnya Undang-undang Dasar 1945
tentunya tidak boleh dilepaskan dari landasan dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu "melindungi segenap
bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesegjahteraan umum berdasarkan Pancasila’. Inilah garis
kebijaksanaan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan pembaharuan hukum di Indonesia.
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